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WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 14
TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI KOTA GUNUNGSITOLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

Menimbang : a. bahwa untuk mempertegas pelaksanaan pengangkatan dan
pemberhentian Perangkat Desa di Kota Gunungsitoli, maka
Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 14 Tahun 2019
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa di Kota Gunungsitoli, perlu
diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli
Nomor 14 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kota
Gunungsitoli;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4931);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);



10.

11.

12,

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6206);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan;



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala
Desa;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun
2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa;

16. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di
Kota Gunungsitoli;

17. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2018
tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa di Kota Gunungsitoli;

18. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2018
tentang Badan Permusyawaratan Desa;

19. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 17 Tahun 2015
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

20. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2015
tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli
Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2015 tentang
Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

21. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 27 Tahun 2015
tentang Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintahan Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA DI KOTA GUNUNGSITOLI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Gunungsitoli
Nomor 14 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kota
Gunungsitoli, diubah sebagai berikut :
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Ketentuan Pasal 1 angka 24 diubah, sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

f

10.

11.

Daerah adalah Kota Gunungsitoli.

Pemerintah Daerah adalah Walikota Gunungsitoli dan
Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan Daerah.

Walikota adalah Walikota Gunungsitoli.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli
yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Kecamatan adalah bagian dari wilayah dari daerah
Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.

Camat adalah pemimpin dan koordinator
Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kerja
Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya
memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan
dari Walikota untuk menangani sebagian urusan
otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak
tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu
Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara
Pemerintahan Desa.

Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah
daerah.

Badan Pemusyarawatan Desa selanjutnya disingkat
BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.
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21.
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23.

24.

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu
Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan
koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan
unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam
pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk
pelaksanan teknis dan unsur kewilayahan.

Sekretariat Desa adalah unsur staf yang bertugas
membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi
pemerintahan.

Sekretaris Desa adalah pimpinan sekretariat Desa.
Staf Perangkat Desa adalah staf yang membantu
tugas-tugas administratif di Sekretariat Desa dan/atau
pelaksana Teknis, kewilayahan dan/atau Sekretariat
BPD.

Pelaksana Teknis adalah unsur pembantu Kepala
Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

Pelaksana Kewilayahan adalah unsur yang membantu
Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang
diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan tugas, hak, dan wewenang serta
kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan
nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan
mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan
masyarakat.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN
adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat
yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku, diangkat oleh Pejabat yang
berwenang dan diserahi tugas Negara lainnya yang
ditetapkan  berdasarkan  Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku.

Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama,
tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka
masyarakat lainnya.

Perangkat Daerah terkait adalah Perangkat daerah
yang membidangi dan menangani urusan
Pemerintahan Desa di lingkungan Pemerintah Kota
Gunungsitoli.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-
undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah
dibahas dan disepakati bersama BPD.

Mutasi jabatan Perangkat Desa adalah pengisian
jabatan Perangkat Desa yang kosong dan bersifat
defenitif.



2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf ¢ dihapus, sehingga Pasal
7 berbunyi sebagai berikut :

(1)

Pasal 7

Persyaratan pengangkatan Perangkat Desa

sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) harus

memenuhi persyaratan umum dan persyaratan
khusus;

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud ayat (1)

adalah sebagai berikut :

a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah
Umum atau sederajat;

b. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan
paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat
pendaftaran;

c. dihapus

d. memenuhi persyaratan administrasi.

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1)

adalah sebagai berikut :

a. bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan
putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap;

d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak
pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5
(lima) tahun;
berkelakuan baik, jujur dan adil;
berbadan sehat dan bebas dari narkoba;
bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;

. Pelaksana Kewilayahan yaitu Kepala Dusun wajib
bertempat tinggal di Dusun yang bersangkutan;

i. memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan

tugas-tugas sebagai Perangkat Desa; dan
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j. bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa;

3. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 46
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa
maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan
oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat
Desa lain yang tersedia.

Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1),
ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah
Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Camat



selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak
tanggal penugasan.

(3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong
selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat
Desa yang bersangkutan berhenti.

(4) Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana
dimaksud ayat (3) dapat dilakukan dengan cara :

a. mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan
Pemerintah Desa; dan
b. penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.

(5) Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat

(4), dikonsultasikan dengan Camat.

4. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 47
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

Penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa
sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (4) huruf b,
dikonsultasikan kepada Camat.

Pasal Il

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 11 September 2019
WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA
Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 11 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

AGUSTINUS ZEGA
BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2019 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,

<N

ORANI WILFRID LASE, SH
PEMBINA
NIP. 19700424 200112 1 002



